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Kepres 11/2020,  dan Kepres
12/2020, Penetapan Kedaruratan
oleh Presiden

Beberapa daerah sudah
menetapkan

Keputusan Kepala BNPB
9.A/2020 dan 13.A/2020

Ditetapkan
Presiden

Ditetapkan
Gubernur/ Bupati / 
Wali Kota

Ditetapkan
Kepala BNPB

Status Keadaan Darurat
Bencana Tingkat Nasional

Status Keadaan Darurat
Bencana Tingkat Daerah

Status Dalam Keadaan
Tertentu (Bencana)

Penetapan Status
Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan sekelompok orang/masyarakat yung memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai
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(Perpres 17/2018 Pasal 2 dan 3)
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Dasar Peraturan dan Referensi, a.l. :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah

2. Instruksi Menteri PUPR Nomor 02 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran
COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 04 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian 
Kualifikasi/Klarifikasi Dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona 
(Covid-19)



Kondisi Penyebab Dampak

Kebutuhan
K3 Contoh

Penyebab
Dampak

Realokasi dan
Refocussing Wilayah 

Sebaran

PSBB

Perubahan
Kebijakan

Pengadaan akibat
kondisi darurat
Covid-19

Pengadaan kebutuhan
penanganan darurat

Covid-10



TAHAPAN PENGADAAN TERDAMPAK

Persiapan
Pengadaan

Perencaanaan
Pengadaan

Pemilihan
Penyedia

Kontrak dan
Serah Terima

01 02

04 03

 Perubahan Spesifikasi Teknis / KAK  
 Perubahan HPS
 Perubahan Rancangan Kontrak

Persiapan Pengadaan

 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
 Pembuktian Kualifikasi
 Klarifikasi / Verifikasi
 Negosiasi

Pemilihan Penyedia

 Refocussing Anggaran
 Realokasi kegiatan
 Perubahan kebutuhan RKB

Perencanaan Pengadaan

 SPPBJ
 Penandanganan Kontrak
 Tahapan dalam Kontrak
 Protokol Pencegahan
 Keadaan Kahar
 Dampak proses kerja

Kontrak dan Serah Terima



PERENCANAAN
PENGADAAN
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 PA/KPA/PPK segera memastikan
keberlanjutan anggaran dan kegiatan
sehubungan dengan dilakukannya
refocussing Anggaran dan realokasi
kegiatan dengan pihak terkait seperti
Gugus Tugas/ Bagian Anggaran

 PA/KPA/PPK melakukan identifikasi
dokumen perencanaan yang 
terdampak dan melakukan identifikasi
kebutuhan barang/jasa atas kondisi
darurat

Memperhatikan urgensi keberlanjutan
atas kebutuhan pengadaan. Misal jika
dapat ditunda dan tidak bersifat
urgent, maka dapat tidak dilaksanakan
terlebih dahulu.

 Penyesuaian atau perubahan RKB

Solusi dan Tindaklanjut



PERSIAPAN
PENGADAAN
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 PPK segera memastikan keberlanjutan
paket pengadaan ke PA/KPA dan/atau
pihak terkait seperti Gugus Tugas/ 
Bagian Anggaran

 Untuk Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan
Rancangan Kontrak yang sudah jadi, 
maka perlu dilakukan reviu atas
keterhandalan dan kevalidan dokumen
atas kondisi darurat saat ini

 Untuk Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan
Rancangan Kontrak yang belum jadi, 
maka perlu disusun menyesuaikan
kondisi keadaaan kedarurat saat ini

 Harga mengacu pada harga pasar
kekinian

A B

Solusi dan Tindaklanjut



PEMILIHAN 
PENYEDIA
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Solusi dan Tindaklanjut

“Jika dalam proses tender ada perintah dari Pimpinan KLPD atau PA/KPA untuk dibatalkan, 
Pokja memproses penghentian pengadaan melalui menu tender/ seleksi gagal. Kemudian
membuat BA penghentian dan melaporkan ke Kepala UKPBJ”



KONTRAK DAN 
SERAH TERIMA
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1. Jika sudah ditunjuk pemenang, sebelum tandatangan kontrak PPK perlu kembali
memastikan keberlanjutan paket pengadaan ke PA/KPA dan/atau pihak terkait
seperti Gugus Tugas/ Bagian Anggaran. Jika tidak diyakini kontrak dapat
dilanjutkan (berdasarkan ketersediaan anggaran, situasi lokasi pekerjaan, 
spesifikasi pekerjaan), maka proses pemilihan dapat dinyatakan batal,  PPK 
membatalkan SPPBJ, dan Penyedia tidak dikenakan sanksi dalam hal ini.

2. Jika kontrak sudah ditandatangani dan kegiatan
tetap dijalankan, maka perlu segera
menyiapkan bentuk-bentuk protokol
pencegahan penyebaran covid-19 selama masa
pekerjaan.

3. Jika kontrak sudah ditandatangani dan harus
dibatalkan, maka PPK menyampaikan adanya
kondisi kaharakibat kebijakna pemerintah. 
Selanjutnya PPK menyatakan penghentian
kontrak dan bersama penyedia melakukan
tindakan penghentian kontrak sesuai SSUK dan
SSKK.

Solusi dan Tindaklanjut



Sumber : Materi Sosialisasi LKPP



Peraturan Pedoman Pengadaan Dalam
Penanganan Keadaan Darurat



Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR



Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR



Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR



Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR



Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR



Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR
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Terima Kasih

Referensi Slide : Microsoft PowerPoint, fppt.com, dan SlideModel.com
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